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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul “PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA 

PASAL 49 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 

15/PID.B/2016/PN.MII)” yang tujuan utamanya ialah Supaya melimpahkan suatu 

educatif, preventif dan represif secara proporsional mengenai unsur yang harus di 

penuhi supaya bebas dari segala tuntutan dalam suatu tindak pidana penganiayaan. 

Dan yang kedua ialah guna Menganalisa pertimbangkan-pertimbangan yang hakim 

utarakan dalam memutus putusan nomor 15/PID.B/2016/PN.MII. 

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang 

mana metode penelitian hukum melalui pendekatan doktrin yang memiliki sifat 

normatif, beserta kata lain penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji 

mengenai aspek-aspek guna menyelesaikan perkara yang ada di dalam (internal) 

dari hukum positif. 

Berdasarkan Hasil penelitian, dapat di simpulkan yang utama bahwa Pasal 

49 Ayat (1) KUHP unsur tersebut yakni : Adanya serangan mendadak, Serangan 

tersebut memiliki sifat bertentangan dengan hukum, Serangan di tujukan pada diri, 

ataupun  kehormatan kesusilaan serta harta benda sendiri atau orang lain, 

Pembelaan harus memiliki sifat terpaksa, sedangkan perbedaan dengan pasal 49 

ayat (2) KUHP pembedanya hanya terletak faktor kegoncangan jiwa. Yang berhak 

menilai perbuatan tersebut hanyalah jaksa serta hakim, bukan pada penyidik (pasal 

109 KUHAP). Pembelaan ini dapat di buktikan melalui : keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.) serta Hal secara umum yang 

telah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

 

 

Kata Kunci : Pembelaan secara terpaksa, Penganiayaan, Pembuktian 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

 

The research, entitled “THE PRINCIPLES OF THE CRIMINAL 

ELIMINATION OF THE CRIMINAL ACT OF ABUSE (STUDY OF DECISION 

NUMBER 15/PID.B/2016/PN.MII)” whose main objective is to provide an 

educative, preventive and repressive proportionately regarding the elements that 

must be fulfilled in order to be free from all charges in a criminal act of persecution. 

And the second is to analyze the considerations that the judge stated in deciding the 

decision number 15/PID.B/2016/PN.MII. 

The writing of this research uses a normative research method which is a 

legal research method through a normative doctrinal approach, in other words 

normative juridical law research that examines aspects to resolve cases that are in 

(internal) positive law. 

Based on the results of the research, it can be concluded that the main 

elements of Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code are: There is a sudden 

attack, the attack is contrary to the law, the attack is aimed at oneself, or the honor 

of decency and one's own or other people's property, The defense must be forced, 

while the difference with Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code only lies in 

the factor of mental turmoil. Only prosecutors and judges have the right to evaluate 

these actions, not investigators (article 109 of the Criminal Procedure Code). This 

defense can be proven through: witness statements, expert statements, letters, 

instructions, statements of the accused.) As well as general matters that are already 

known do not need to be proven. 
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